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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN 

PERJANJIAN BAGI PEMAIN SEPAK BOLA YANG DIPUTUS 

KONTRAK SECARA KERJA SECARA SEPIHAK 

A. Tinjauan umum tentang perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Ekstensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan 

dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota 

masyarakat, Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya 

didasarkan pada keseimbangan antara memberi kebebasan kepada 

individu dan melindungi kepentingan masyarakat, tatanan yang 

diciptakan hukum baru menjadi kenyataan manakala subyek hukum 

diberi hak dan kewajiban.(Sudikno mertokusumo, 1999, hlm. 38) 

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, 

hal atau perbuatan, memperlindungi. Perlindungan diartikan sebagai 

perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraaan 

dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya 

atau resiko yang mengancamnya(Sudikno mertokusumo, 1999) 

Pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa yang 

dimaksud hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan 

peraturanperaturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama 

berati, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam 
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suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaanya dengan 

suatu sanksi. 

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur dan diakui oleh 

Hukum. Hubungan Hukum ini pada akhirnya akan menimbulkan Kitab 

Hukum tertentu. didalam hubungan hukum,hubuungan antara dua pihak 

yang didalamnya melekat hak pada suatu pihak dan kewajiban pada 

pihak lainya. Hubungan ini diatur dan memiliki akibat Hukum tertentu. 

Hak dan kewajiban para pihak ini dapat dipertahankan di pengadilan. 

Menurut pendapat Philipus Hadjon ada dua bentuk perlindungan 

hukum bagi rakyat yaitu : Pertama, perlindungan hukum Preventif 

artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum 

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang denitif yang bertujuan 

untuk mencegah terjadinya sengketa, kedua, perlindungan hukum 

represif yang bertujuan menyelesaiakn sengketa. 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang 

melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu 

sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:  

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam 

peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah 
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suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan sutu 

b. Perlindungan Hukum Represif 

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir 

berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang 

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu 

pelanggaran.(Mucshin, t.t.) 

Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Republik Indonsia 

Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Hak Asasi 

Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. 4 Pasal 3 

ayat (2) dan (3) UU HAM menyatakan: “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta 

mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.” 

Dan Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan 

kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Sedangakan di pasal 5 ayat 

(1) , ayat (2) dan ayat (3) menyatakan: “ Setiap orang diakui sebagai 

manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta 

perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di 

depan hukum , Dan Setiap orang berhak mendapat bantuan dan 
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perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak, 

Serta Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan 

kekhususannya 

2. Bentuk dan sarana perlindungan hukum  

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk 

perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, 

yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).8 

Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-

institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan 

lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) 

lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan 

(prohibited) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di 

maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan. 

Adapun tujuan serta cara pelaksanananya antara lain sebagai berikut : 

B. Tinjauan umum tentang perjanjian  

1. Pengertian Perjanjian  

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda overeenkomst dan 

verbintenis. Perjanjian merupakan terjemahan dari Toestemming yang 

ditafsirkan sebagai wilsovereenstemming (persesuaian kehendak/kata 

sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu 

orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan 

dirinya. 
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Suatu perjanjian adalah suatu perhubungan hukum antara dua 

orang atau dua pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk 

memenuhi tuntutan itu. Selain itu merupakan suatu peristiwa hukum di 

mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu 

saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.(R.Subekti, 1985, hlm. 

29) 

Perjanjian ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia 

usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti jual 

beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, 

pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga 

tenaga kerja(Abdulkadir Muhammad, t.t., hlm. 93) 

Dalam berbagai hukum perjanjian, apabila suatu perjanjian telah 

memenuhi semua syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian telah 

memenuhi rukun dan syarat-syaratnya perjanjian tersebut mengikat dan 

wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum, dengan kata lain, perjanjian 

itu menimbulkan akibat hukum yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak 

terkait, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata 

yang berbunyi 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang undang bagi mereka yang membuatnya”  

Pada asas nya perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang 

membuatnya, seperti tampak dalam bunyi pasal 1338 Ayat (1) KUH 

Perdata, hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1315 KUH Perdata. 
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Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting, karena 

perikatan adalah suatu pengertian abstrak sedangkan perjanjian adalah 

suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa yang nyata mengikat para 

pihak yang membuat suatu perjanjian. 

2. Syarat Sah Perjanjian  

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah sah 

apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

d. Kesepakatan  

Kesepakatan ialah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, 

artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai 

kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu 

harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, 

suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada 

paksaan, penipuan atau kekhilafan. 

e. Kecakapan  

Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu 

perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan 

untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut 

hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian 

kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan 

tidak cakap. Adapun orang-orang yang tidak cakap membuat 

perjanjian adalah orang- orang yang belum dewasa, orang yang 

dibawah pengampuan dan perempuan yang telah kawin.(R. 



47 
 

 
 

Soeroso, 1999, hlm. 10)Ketentuan KUH Perdata mengenai tidak 

cakapnya perempuan yang telah kawin melakukan suatu perjanjian 

kini telah dihapuskan, karena menyalahi hak asasi manusia. 

f. Suatu Hal Tertentu Menurut KUH Perdata hal tertentu adalah :  

1) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian 

adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau 

tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 

KUH Perdata);  

2) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang 

dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH 

Perdata); 

Contohnya seorang pedagang telur, pedagang ayam ternak 

harus jelas barang tersebut ada didalam gudang, jual beli tanah 

harus jelas ukuran luas tanah dan letak dimana tempatnya 

g. Suatu sebab yang diperbolehkan  

Meskipun siapa saja dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada 

pengecualiannya yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh 

bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan 

kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdata).(R. Soeroso, 1999, hlm. 16) 

3. Akibat Suatu Perjanjian  

Akibat dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah sebagai 

berikut:  
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a. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya 

(Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata), asas janji itu mengikat;  

b. Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya 

(Pasal 1340 KUH Perdata) dan perjanjian dapat mengikat pihak 

ketiga apabila telah diperjanjikan sebelumnya (Pasal 1317 KUH 

Perdata); 

c. Konsekuensinya para pihak dalam perjanjian tidak dapat secara 

sepihak menarik diri akibat-akibat perjanjian yang dibuat oleh 

mereka (Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata); 

d. Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak jika ada alasan-alasan yang 

oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 ayat 

2) 

e. Janji untuk kepentingan pihak ketiga;  

f. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan 

itikad baik(Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata), jadi itikad baik 

harus ada sesudah perjanjian itu ada;  

g. Suatu perjanjian selain mengikat untuk hal-hal yang diperjanjikan 

juga mengikat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian 

diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang (Pasal 

1339 KUH Perdata). Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya 

disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian 

(Pasal 1347 KUH Perdata); 
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h. Konsekuensi jika undang-undang yang bersifat memaksa 

disampingkan para pihak dalam membuat perjanjian, maka seluruh 

atau bagian tertentu dari isi perjanjian yang bertentangan dengan 

undang-undang yang memaksa tersebut menjadi batal. 

4. Hubungan Hukum Dalam Perjanjian  

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat 

hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. Apabila salah satu 

pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban secara sukarela maka salah 

satu pihak dapat menuntut melalui pengadilan. Suatu perjanjian yang 

telah disepakati oleh para  

Hubungan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masing-

masing pihak untuk memberikan tuntutan atau memenuhi tuntutan 

tersebut, artinya, tidak akan ada kesepakatan yang mengikat seseorang 

jika tidak ada perjanjian tertentu yang disepakati oleh para pihak, dari 

adanya hubungan hukum tersebut, maka timbul tanggungjawab para 

pihak dalam suatu perjanjian.  

Tanggung jawab merupakan realisasi kewajiban terhadap pihak 

lain, untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan 

(proses). Hasilnya adalah terpenuhinya hak pihak lain secara sempurna 

atau secara tidak sempurna. Dikatakan terpenuhinya secara sempurna 

apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga 

pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak 

menimbulkan masalah. Dikatakan tidak terpenuhinya secara sempurna 



50 
 

 
 

apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, 

sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula 

(pihak lain dirugikan), hal ini menimbulkan masalah, yaitu siapa yang 

bertanggung jawab, artinya siapa yang wajib memikul beban tersebut, 

pihak debitur atau kreditur, pihak penerima jasa atau pemberi jasa, 

dengan adanya pertanggungjawaban ini hak pihak lain diperoleh 

sebagaimana mestinya (haknya dipulihkan). Jika pihak yang mempunyai 

kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya, ia dikatakan wanprestasi 

atau ingkar janji.pihak memliki hubungan hukum yang harus dipatuhi 

keduanya.(Tood D Rakoff, 1983, hlm. 1189)  

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena 

disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi 

itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi 

tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi 

tersebut. Wanprestasi dapat berupa :  

1) Sama sekali tidak memenuhi prestasi; 

2) Prestasi yang dilakukan tidak sempurna; 

3) Terlambat memenuhi prestasi. 

4) Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.  

5. Pengertian Perjanjian Kerja  

Perjanjian kerja menurut pasal 1 angka 14 UU No. 13 Tahun 2003 

adalah perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja 

yang memuat sayarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. 
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Perjanjian kerja menurut pasal 1601 a KUHPerdata adalah suatu 

perjanjian dimana pihak yang satu si pekerja, mengikatkan dirinya untuk 

dibawah perintahnya pihak yang lain, si pengusaha untuk suatu waktu 

tertentu untuk mengerjakan karyawan itu dengan membayar upah. 

Perjanjian kerja menurut Subekti adalah perjanjian antara seorang 

karyawan dengan pengusaha, perjanjian ditandai oleh ciri-cirinya adanya 

suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya hubungan 

diperatas (dierstverhanding) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana 

pihak yang satu(pengusaha) berhak memberikan perintah-perintah yang 

harus ditaati oleh pihak yang lain. (Djumadi, 2004, hlm. 30) 

Perjanjian kerja menurut A.Ridwan Halim dan kawan-kawan 

adalah suatu perjanjian yang diadakan antara pengusaha dan karywan 

atau karyawan-karyawan tertentu, yang umumnya berkenaan segala 

persyaratan yang secara timbal balik harus dipenuhi oleh kedua belah 

pihak, selaras dengan hak dan kewajiban mereka masing-masing 

terhadap satu sama lainnya.(Djumadi, 2004, hlm. 33) 

6. Jenis-jenis perjanjian kerja 

Dalam Undang – Undang No.13 tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan di sebutkan ada dua jenis perjanjian kerja diantaranya : 

a) Perjanjian kerja waktu tertentu  

Dalam UU No. 13 Tahun 2003 tidak ada menguraikan 

pengertian perjanjian kerja, tetapi ada diuraikan dalam pasal 1 huruf 
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a Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 05/MEN/1986. 

Kesepakatan kerja teretentu adalah kesepakatan kerja antara pekerja 

dengan pengusaha yang diadakan untuk waktu tertentu atau 

pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat 

diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap yaitu pekerjaan yang 

sifatnya terus menerus, tidak terputusputus dan tidak dibebani waktu 

dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu 

perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Pekerjaan yang 

bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak tergantung cuaca atau 

kondisi tertentu. Mengenai hal yang diuraikan diatas sebagaimana 

pasal 56 ayat 1 Undang- Undang Ketenagakerjaan , perjanjian kerja 

untuk waktu tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan 

pekerjaanya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu : 

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya 

2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu 

yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.  

3. Pekerjaan yang bersifat musiman atau  

4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan 

baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau 

penjajakan. 

b) perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu  

Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu biasanya disebut 

perjanjian kerja tetap. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu 
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adalah suatu jenis perjanjian yang umum dijumpai dalam suatu 

perusahaan, yang tidak memiliki jangka waktu berlakunya. Dengan 

demikian, perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu berlaku terus 

sampai : 

1. Pihak pekerja memasuki usia pensiun (55 tahun)  

2. Pihak pekerja diputuskan hubungan kerjanya karena melakukan 

kesalahan  

3. Pekerja meninggal dunia 

4. Adanya putusan pengadilan yang menyatakan pekerja telah 

melakukan tindak pidana sehingga perjanjian kerja tidak bisa 

dilanjutkan.  
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C. Tinjauan Umum Tentang Pemutusan Kontarak Kerja  

1. Pengertian pemutus Hubungan kerja  

Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja 

yang disebabkan karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak 

dan kewajiban antara pekerja /buruh dan pengusaha/majikan. Ketentuan 

mengenai pemutusan hubungan kerja diatur dalam Undang Undang 

Republik Indonesia no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Pada bab 

XII Pasal 152 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa permohonan 

pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dengan cara melakukan 

permohonan tertulis yang disertai dengan alasan dan dasar kepada lembaga 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Lembaga penyelesaian 

perselisihan hubungan industrial menerima dan memberikan penetapan 

terhadap permohonan tersebut. 

Pengusaha/majikan tidak dapat melakukan pemutusan hubungan 

kerja dengan alasan: 

1) Pekerja yang sakit menurut keterangan dokter selama tidak lebih dari 

12 bulan secara terus-menerus, 

2) Pekerja sedang memenuhi kewajiban terhadap negara. 

3) Pekerja menjalankan ibadah sesuai agamanya. 

4) Pekerja menikah 

5)  Pekerja perempuan yang hamil, melahirkan, menggugurkan 

kandungan   atau menyusui bayi. 
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6) Pekerja mempunyai ikatan perkawinan atau pertalian darah dengan 

pekerja lain di dalam satu perusahaan kecuali disebutlkan dalam 

peraturan perusahaan. 

7) Pekerja melakukan kegiatan yang terkait dengan serikat buruh di luar 

jam kerja 

8) Perbedaanpaham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, 

jenis kelamin, kondisi fisik atau satsu perkawinan. 

9) Pekerja sakit atau cacat tetap akibat dari kecelakaan kerja. 

Jika pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan alasan-alasan di 

atas maka pengusaha wajib memperkerjakan kembali karena batal demi 

hukum. 

2. Prosedur pemutus hubungan kerja  

Pekerja harus diberi kesempatan untuk membela diri sebelum 

hubungan kerjanya diputus. Pengusaha harus melakukan segala upaya 

untuk menghindari memutuskan hubungan kerja. Pengusaha dan pekerja 

beserta serikat pekerja menegosiasikan pemutusan hubungan kerja 

tersebut dan mengusahakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. 

Jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan kesepakatan, pengusaha 

hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah 

memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial.  

Penetapan ini tidak diperlukan jika pekerja yang sedang dalam 

masa percobaan bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis, pekerja 
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meminta untuk mengundurkan diri tanpa ada indikasi adanya tekanan atau 

intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan 

perjanjian kerja dengan waktu tertentu yang pertama, pekerja mencapai 

usia pensiun, dan jika pekerja meninggal dunia. Pengusaha harus 

mempekerjakan kembali atau memberi kompensasi kepada pekerja yang 

alasan pemutusan hubungan kerjanya ternyata ditemukan tidak adil. 

D. Tinjauan Umum tentang wanprestasi  

1. Pengergertian wanprestasi  

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestastie”, 

artinya tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian terhadap para pihak tertetu dalam suatu 

perikatan, baik itu perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian atau 

perikatan yang dilahirkan dari undang-undang. Wanprestasi merupakan 

suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai dalam 

melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

perjanjian yang dibuat antara para pihak (Abdul, 2004, hal. 15). 

Pengertian wanprestasi sampai saat ini masih beraneka ragam 

istilah, sehingga sulit untuk menentukan kata sepakat untuk menentukan 

istilah mana yang harus dipakai dan digunakan, adapun yang dimaksud 

wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau 

kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah 

ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun 

yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai 
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melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian 

yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak 

dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak 

disengaja. 

Wirjono Prodjodikoro memberikan pandangannya terhadap 

wanprestasi bahwa wanprestasi merupakan ketidak adaan suatu prestasi di 

dalam hukum perjanjian, artinya hal yang seharusnya dilakukan sebagai 

isi dari perjanjian tersebut maka tidak ada prestasi yang dilakukan oleh 

salah satu pihak. Dalam Bahasa Indonesia dapat juga digunakan dengan 

istilah “pelaksanaan daripada janji untuk prestasi juga ketidak adaan 

pelaksanaan janji untuk wanprestasi” (Prodjodikoro, 2011, hal. 18). 

Menurut Mariam Darus Badrulzaman memberikan pendapat bahwa jika 

seorang debitur yang karena kesalahannya tidak dapat melaksanakan apa 

yang sudah diperjanjikan, maka debitur tersebut sudah melakukan 

wanprestasi atau cidera janji. 

Kata daripada karena kesalahannya itu sangatlah penting, karena 

debitur tersebut tidak melakukan prestasi yang sudah diperjanjikan sama 

sekali bukanlah karena salahnya (Subekti, 2006).  

2. Bentuk – Bentuk Wanprestasi  

 Subekti memberikan pendapat terkait wanprestasi yang mana 

wanprestasi merupakan suatu kealpaan atau suatu kelalaian yang 

dimemiliki 4 macam ciri yaitu (Subekti, 2010b, hal. 50) : 
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a. Tidak melaksanakan apa yang telah disanggupi; 

b.  Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namum tidak sesuai dengan 

apa yang diperjanjikannya;  

c. Melaksanakan apa yang telah di sanggupi namun tidak sesuai waktu 

atau terlambat;  

d.  Melakukan suatu tindakan yang mana dalam perjanjian tersebut tidak 

boleh dilakukan 

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa setiap perjanjian prestasi 

itu merupakan suatu hal yang sangat wajib dipenuhi oleh pihak debitur, 

yang mana prestasi ini merupakan peran penting dalam suatu perjanjian 

yang ditentukan dalam perjanjian sehingga bisa di katakan wanprestasi 

jika suatu prestasi tidak terpenuhi. 

Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam 

suatu perjanjian, kadang - kadang tidak mudah karena sering sekali juga 

tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan 

prestasi yang diperjanjikan. Menurut Pasal 1238 KUHPerdata yang 

menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat 

perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau 

demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus 

dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Dari ketentuan 

pasal tersebut dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan wanprestasi 
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apabila sudah ada somasi (ingebrekestelling). Adapun bentuk – bentuk 

somasi menurut Pasal 1238 KUHPerdata adalah: 

1. Surat perintah.  

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya 

berbentukpenetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita 

memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat – lambatnya 

dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut “exploitjuru Sita”. 

 2. Akta.  

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta Notaris. 

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.  

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat 

adanya wanprestasi. 

 

Dalam perkembangannya, suatu somasi atau teguran terhadap 

debitur yang melalaikan kewajibannya dapat dilakukan Secara lisan akan 

tetapi untuk mempermudah pembuktian dihadapan hakim apabila 

masalah tersebut berlanjut kepengadilan maka sebaiknya diberikan 

peringatan secara tertulis.  

Dalam keadaan tertentu somasi tidak diperlukan untuk dinyatakan 

bahwa seorang debitur melakukan wanprestasi yaitu dalam hal adanya 

batas waktu dalam perjanjian (fataltermijn), prestasi dalam perjanjian 

berupa tidak berbuat sesuatu, debitur mengakui dirinya wanprestasi. 
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4. Akibat hukum wanprestasi  

akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu 

perjanjian adalah hukuman atau sanksi hukum berikut ini :  

a. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh 

kreditur (pasal 1234 KUHPerdata).  

b. Apabila perikatan itu timbal balik. Kreditur dapat menuntut 

pembatalan/dapat dibatalkan perikatannya melalui hakim (pasal 1266 

KUHPerdata ).  

c. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada 

debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata). 

 d. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau 

pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdata). 

e. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka 

Pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah. 

 




